
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

 
NOMOR 21 TAHUN 2017 

LAMPIRAN    : 1 (satu) 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PANGANDARAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah  Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 
nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2018. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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6. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah; 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor22 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-
2029; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2009Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah; 

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2018; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran; 

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran. 

38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran; 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN  PANGANDARAN TAHUN 2018. 



jdih.pangandarankab.go.id                                                        4 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalahKabupatenPangandaran; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran; 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut dengan 

RPJPD, adalah dokumen perencaan untuk periode 10 (sepuluh) tahun; 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut 

dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 
(satu) tahun; 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah RencanaKerja Pemerintah 
Daerah, yang selanjutnya disebutd engan RKPD, merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 
Tahun2018; 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), 
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun; 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah 
unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran 
dan barang daerah; 

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan 
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

 
Pasal 2 

 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, mengacu pada RKP, RKPD Provinsi 
Jawa Barat dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat; 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 
adalah dokumen perencanaan  pembangunan  daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2018. 

 
Pasal 3 

 

RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenPangandaranTahun 
2018sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 memuat: 
 

a. Bab I. Pendahuluan; 
b. Bab II. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan; 
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c. Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan 
Daerah; 

d. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; 
e. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; 
f. Bab VI. Penutup. 

 
Pasal 4 

 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) menjadi pedoman bagi : 
a.  Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD); 
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018. 

 
Pasal 5 

 

Rincian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 
serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPangandaran. 
 
  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 31 Mei 2017 

BUPATI PANGANDARAN, 

          Ttd/cap 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 31 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR 21 
 

 
 

 


